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Abstract 

In accordance with the 2015-2019 Medium Term Development Plant, there are 15 watersheds 

that are prioritized to be restored first and one of them is the Brantas watersheds. This study aims to 

identify the implementation of the Kediri City Government policy in preventing surface water pollution 

by industrial wastewater in the Brantas River Basin, Kediri District. The method used in this research 

is descriptive. Collecting data by conducting in-depth interviews with industrial waste water treatment 

officers and officers in the field of environmental damage pollution in the Departement of Environment, 

Hygiene and Gardening of Kediri City. Based on the research results, it is known that most of the 

industries have carried out wastewater treatment and not ith a dilution process and most of the 

industries have IPLC. Based on the wuality standards, it is known that the quality standards of 

industrial waste are in accordance with the standards setby the government and the industry routinely 

conducts wastewater quality tests, but the industry is still lacking in reporting the results of wastewater 

quality tests. In wastewater treatment facilities and infrastructure, the government has provided rubbish 

place for industrial estates and most industries have their own rubbish place.  
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Pendahuluan 

Menurut Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2007, 

menjelaskan bahwa air merupakan salah satu 

sumber daya alam yang paling dibutuhkan oleh 

manusia, tetapi dalam keberadaannya sumber air 

memiliki risiko mudah tercemar apabila dalam 

pengelolaan lingkungan pada sektor industri, 

domestik, pertanian, pertambangan dan sektor 

lainnya tidak diperhatikan. 

Pemerintah Kota Kediri dalam upaya 

melestarikan lingkungan hidup serta 

mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, 

selaras, dan seimbang guna menunjang 

terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan maka membentuk suatu 

landasan hukum yaitu Perda Kota Kediri Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Salah satu sasaran dalam Perda tesebut 

adalah menjaga kelestarian daerah aliran sungai 

(DAS) dan sumber-sumber air. Pemerintah 

Indonesia pada tahun 2009 telah menilai sebanyak 

108 DAS yang dinilai kritis. Sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMN) 2015-2019, terdapat 15 DAS yang 

diprioritaskan untuk dipulihkan terlebih dahulu 

dan DAS Brantas merupakan salah satu dari 15 

DAS yang menjadi prioritas pemerintah untuk 

dipulihkan terlebih dahulu (Prakoswa, 2018). 

Sebanyak 16 kota/kabupaten selama ini 

memanfaatkan air Sungai Brantas sebagai bahan 

baku air minum sebanyak 14,4 m3 per detik pada 

tahun 2005 dan akan meningkat menjadi 24,1 m3 
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per detik pada tahun 2020. Apabila tidak ada 

perbaikan pengelolaan Sungai Brantas, pada 

tahun 2020 Jatim akan mengalami defisit air 

karena suplai Sungai Brantas yang mencapai 

39,62 m3 per detik tidak akan bisa memenuhi 

kebutuhan air pada tahun 2020 yang mencapai 

43,12 m3 per detik  (Arisandi, 2009). 

Kota Kediri merupakan salah satu kota yang 

dilewati oleh Sungai Bratas.Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, Kota 

Kediri memiliki 291 industri yang tersebar di tiga 

kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, 

Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. 

Jumlah industri di Kecamatan Kota lebih banyak 

jika dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya, 

yaitu 48,45% dari seluruh industri di Kota Kediri 

berada di Kecamatan Kota (BPS Kota Kediri, 

2018). 

Semakin banyak jumlah industri, maka tidak 

menutup kemungkinan untuk terjadinya 

pencemaran yang diakibatkan oleh limbah 

industri. Limbah industri yang langsung dibuang 

tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan. 

Kurangnya pengetahuan tentang pengolahan 

limbah dan kesadaran akan lingkungan yang sehat 

sehingga limbah industri langsung dibuang atau 

dialirkan ke sungai, salah satu limbah industri 

yang dibuang ke Sungai Brantas adalah limbah 

industri tahu POO (Putra, 2013). 

Manggara dan Erfan (2015) dalam 

penelitiannya yang berjudul Analisis Timbal (Pb) 

pada Ikan Nila Merah (Oreochromis Sp) di 

Keramba Apung Sungai Brantas Semampir Kediri 

diketahui bahwa nilai kadar logam berat timbal 

(Pb) rata-rata pada ikan nila merah melebihi batas 

maksimal yaitu (0.4864  0.0493) mg/kg dengan 

batas maksimal logam berat timbal (Pb) dalam 

sampel ikan dan olahannya yang telah ditetapkan 

oleh Badan Standar Nasional Indonesia dalam 

SNI 7387:2009 yaitu 0.3 mg/kg. Kedua penelitian 

tersebut telah menunjukkan adanya pencemaran 

logam berat timbal (Pb) pada air sungai Brantas 

yang kemudian logam tersebut terakumulasi pada 

biota yang hidup di sungai Brantas. 

 

 

 

Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan mengguakan metode deskriptif. Informan 

utama penelitian ini adalah petugas pengolah air 

limbah industri di DAS Brantas dan informan 

kunci pada penelitian ini adalah pegawai pada 

seksi pencemaran kerusakan lingkungan hidup 

DLHKP Kota Kediri. Keabsahan data penelitian 

ini dilakukan dengan metode triangulasi, dimana 

peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji data 

yang dilakukan dengan cara pengecekan data 

yang diperoleh melalui beberapa sumber.  Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan wawancara dan 

observasi. Pada penelitian ini, observasi lapangan 

dilakukan untuk melihat sarana pengolahan 

limbah yang ada di industri. 

 

Hasil 

Pengolahan Air Limbah 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 

bahwa sebagian besar industri telah melakukan 

pengolahan air limbah dan bukan melalui proses 

pengenceran dan sebagian besar industri memiliki 

IPLC. Berdasarkan standar kualitas, diketahui 

bahwa standar kualitas limbah industri sesuai 

dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah 

dan industri secara rutin melakukan tes kualitas air 

limbah, tetapi industri masih kurang dalam 

melaporkan hasil uji kualitas air limbah. Dalam 

fasilitas dan infrastruktur pengolahan air limbah, 

pemerintah telah menyediakan tempat sampah 

untuk kawasan industri dan sebagian besar 

industri memiliki tempat sampah mereka sendiri. 

1. Pelaksanaan Pengolahan Air Limbah 

sebelum dibuang ke Badan Air 

Pengolahan air limbah wajib dilakukan oleh 

setiap orang/badan sebelum dilakukan 

pembuangan air limbah ke badan air. Berdasarkan 

hasil penelitian dari 7 industri, 6 industri telah 

melakukan pengolahan air limbah sebelum 

dibuang ke badan air dan 1 industri lainnya tidak 

melakukan pengolahan air limbah sebelum 

dibuang ke badan air. 
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2. Tidak Melakukan Pengolahan Air 

Limbah dengan Pengenceran 

Pengolahan air limbah dengan cara 

pengenceran dilarang bagi setiap industri sebelum 

membuang air limbahnya ke badan air. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 7 industri hanya 

terdapat 6 industri yang melakukan pengolahan 

air limbah dan 6 informan tersebut tidak 

melakukan pengenceran dalam pengolahan air 

limbah. 

3. Kepemilikian Izin Pembuangan Limbah 

Cair 

Setiap industri yang membuang air 

limbahnya ke sumber air wajib memiliki izin 

pembuangan limbah cair IPLC.Berdasarkan hasil 

penelitian dari 7 industri terdapat 4 industri yang 

sudah memiliki IPLC dan 3 industri lainnya belum 

memiliki IPLC. 

Pemeriksaan Baku Mutu Air Limbah 

1. Baku Mutu Air Limbah Sesuai dengan 

Standar yang telah ditetapkan 

Baku mutu air limbah industri yang dibuang 

ke badan air tidak melebihi standar baku mutu 

atau harus sesuai dengan standar baku mutu, 

dimana nilai standar tergantung dari jenis usaha 

dan baku mutu dengan parameter BOD, COD, 

kuantitas air limbah, dan lainnya yang telah 

ditetapkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 72 Tahun 2013. Berdasarkan hasil 

penelitian dari 7 industri terdapat 6 industri yang 

melakukan uji kualitas air limbah dan hasil uji dari 

6 industri tersebut sesuai dengan standar baku 

mutu Pergub Jatim nomor 72 tahun 2013. 

2. Melakukan Pengujian Air Limbah 

Industri 

Pengujian air limbah industri dilakukan 

sendiri oleh masing-masing industri setiap satu 

bulan sekali dengan mengambil sampel air limbah 

dan mengujikannya di laboratorium untuk 

mengetahui kadar BOD, COD serta TSS apakah 

melebihi baku mutu yang ditetapkan atau 

tidak.Berdasarkan hasil penelitian dari 7 industri 

terdapat 6 industri yang melakukan uji kualitas air 

limbah, namun hanya 4 industri yang rutin 

melakukan uji kualitas air limbah setiap satu bulan 

sekali. Hal tersebut dikarenakan mahalnya biaya 

uji kualitas air limbah. 

 

3. Melaporkan Hasil Uji Air Limbah 

Melaporkan hasil uji air limbah dilakukan 

oleh pihak industri kepada DLHKP Kota Kediri. 

Laporan dilakukan setiap tiga bulan sekali. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 6 industri yang 

melakukan uji kualitas hanya terdapat 1 industri 

yang rutin melaporkan hasil ujinya dan 5 industri 

lainnya jarang serta 1 industri tidak pernah 

melaporkan karena tidak pernah melakukan uji 

kualitas air limbah. 

Sarana dan Prasarana Pengolahan Air 

Limbah 

1. Kepemilikan IPAL pada Industri 

Berdasarkan hasil observasi terdapat 6 

industri yang telah memiliki IPAL dan 1 industri 

yang belum memiliki IPAL Industri yang belum 

memiliki IPAL dikarenakan mahalnya biaya 

pembuatan dan pemeliharaan IPAL serta tidak 

adanya lahan untuk membangun IPAL. 

2. Instalasi Pengolahan Air Limbah Kedap 

Air 

Instalasi Pengolahan Air Limbah yang kedap 

air guna untuk menghindari perembesan air 

limbah pada lingkungan. Berdasarkan hasil 

observasi, dari 6 industri yang memiliki IPAL 

diketahui seluruh IPAL yang dimiliki sudah kedap 

air. 

3. Saluran Air Limbah Terpisah dengan 

Saluran Air Hujan 

Saluran air limbah harus terpisah dengan 

saluran air hujan. Berdasarkan hasil observasi 

diketahui 6 industri yang memiliki IPAL sudah 

memiliki saluran yang terpisah antara saluran air 

limbah dengan saluran ar hujan. 

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengolahan Air Limbah oleh Pemerintah 

Kota Kediri 

Pemerintah Kota Kediri telah menyediakan 

sarana dan prasarana pengolahan air limbah. 

Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air 

limbah terdapat di kampung industri Tinalan. 

Industri tahu di Kelurahan Tinalan merupakan 

industri tahu yang berskala rumah tangga. 

 

Pembahasan 

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 

Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup khususnya pada pasal 32 ayat 1 yang 
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menyatakan “Setiap orang dan/badan yang akan 

melakukan pembuangan air limbah ke sumber-

sumber air diwajibkan terlebih dahulu melakukan 

pengolahan air limbah”. 6 dari 7 informan 

mengatakan bahwa mereka melakukan 

pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan 

air, namun 1 dari 7 informan mengatakan tidak 

melakukan pengolahan air limbah karena industri 

tersebut tidak memiliki IPAL sehingga tidak 

dapat melakukan pengolahan. Berdasarkan 

informasi yang disampaikan oleh informan kunci, 

pemerintah melalui dinas terkait akan 

memberikan peringatan pada industri yang tidak 

memiliki IPAL 

Menurut penelitian yang dilakukan Angela 

(2017), limbah cair dalam industri pangan 

sebagian besar dapat di atasi dengan 

menggunakan sistem biologis. Pengolahan 

limbah cair secara umum dibedakan menjadi tiga, 

yaitu pengolahan primer, pengolahan sekunder 

dan pengolahan tersier. Hasil penelitian diketahui 

4 dari 6 industri yang melakukan pengolahan air 

limbah industri sudah sesuai dalam melakukan 

pengolahan air limbahyaitu dengan bak 

penampungan untuk menampung air limbah, 

kemudian bak penyaringan untuk menyaring 

sampah besar dan sampah berukuran kecil 

diendapkan kemudian bak untuk memisahkan 

minyak. Pada tahap pengolahan sekunder industri 

melakukan pengolahan baik secara aerob maupun 

anaerob dengan bantuan mikroorganisme untuk 

menguraikan zat organik. 

Pengenceran juga dilarang dalam Perda Kota 

Kediri Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 31 ayat 2 

yang menyebutkan bahwa “Melarang setiap 

orang dan/badan melakukan pengolahan air 

limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melalui proses pengenceran”.Pengolahan air 

limbah dengan cara pengenceran tidak 

diperbolehkan karena dapat mencemari air 

permukaan dengan bakteri pathogen, larva dan 

telur cacing, serta bibit penyakit yang ada di 

dalam air limbah tersebut (Zulkifli, 2017). 

Selain harus melakukan pengolahan air 

limbah dan tidak mengolah air limbah dengan 

cara pengenceran, setiap usaha atau kegiatan 

yang akan membuang air limbahnya ke sumber 

air wajib mendapatkan izin tertulis atau izin 

pembuangan limbah cair (IPLC) dari walikota. 

Menurut SK walikota Kediri nomor 9 tahun 2004. 

Namun, 4 dari 7 industri yang sudah memiliki 

IPLC. 

Penetapan baku mutu air limbah bertujuan 

untuk mencegah terjadinya pencemaran pada 

sumber air untuk mewujudkan mutu sumber air 

agar sesuai dengan peruntukkannya. 

Pengukuruan kualitas air limbah bertujuan untuk 

mengetahui kadar pencemar dalam air limbah 

apakah sesuai dengan baku mutu atau tidak. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 4 dari 

7 industri rutin melakukan uji kualitas air limbah 

setiap satu bulan sekali. Uji kualitas air limbah 

wajib dilakukan satu bulan sekali oleh setiap 

industri dan dengan biaya ditanggung sendiri 

pihak industri. Sedangkat 3 dari 7 industri tidak 

rutin mengujikan dikarenakan mahalnya biaya 

untuk mengujikan satu sampel air limbah, 

sedangkan keuntungan yang diperoleh industri 

dari hasil produksi tidak begitu besar. 

Selain wajib mengujikan air limbahnya, 

hasil uji kualitas air limbah harus sesuai dengan 

standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Standar baku mutu telah ditetapkan 

oleh pemerintah dalam Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 72 Tahun 2013. Berdasarkan hasil 

penelitian, hasil uji kualitas air limbah oleh 

seluruh industri yang mengujikan sesuai dengan 

standar baku mutu yang telah ditentukan. Hal 

tersebut juga dilakukan oleh DLHKP Kota Kediri 

dengan mengambil beberapa sampel air limbah 

industri 2 kali dalam satu tahun yang kemudian di 

ujikan, dan hasil uji tersebut susai dengan baku 

mutu yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam LKPJ Walikota 2018 bahwa dari 34 

sampel air limbah industri yang di ujikan hanya 

terdapat 2 sampel air limbah industri yang tidak 

memenuhi syarat baku mutu, sehingga pada 

upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup terkait indikator air limbah 

industri tersebut dikatakan telah berhasil. 

Hasil penelitian Yuda & Eko (2018) tentang 

implementasi kebijakan pengendalian 

pencemaran limbah cair  hotel di Kota 

Yogyakarta tahun 2017 mengatakan bahwa hasil 

pengambilan sampel yang dilakukan oleh Dinas 
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Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak 

ditemukan adanya parameter kualitas air sungai 

yang melebihi ambang batas baku mutu, hal 

tersebut dikarenakan adanya kebijakan 

pengendalian pencemaran limbah cair hotel. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian ini, bahwa 

dengan danya peraturan yang mengatur baku 

mutu air limbah industri sehingga air limbah yang 

dihasilkan tidak mencemari sumber air. 

Selain melakukan pengukuran terhadap 

kualitas air limbah industri, setiap industri juga 

wajib melaporkan hasil pengukuran kualitas air 

limbah ke pihak yang berwenang minimal setiap 

satu bulan sekali. Pihak yang berwenang adalah 

DLHKP Kota Kediri. Ketentuan pelaporan hasil 

uji kualitas air limbah DLHKP Kota Kediri yaitu 

setiap 3 bulan sekali. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 5 dari 7 informan mengatakan bahwa 

mereka jarang melakukan pelaporan hasil uji 

kualitas air limbah dan 1 dari 7 informan yang 

rutin dalam melakukan pelaporan hasil uji 

kualitas air limbah dan 1 informan lainnya tidak 

pernah melakukan pelaporan ke DLHKP Kota 

Kediri. 

Kurang patuhnya industri dalam membuat 

laporan hasil uji air limbah ke DLHKP Kota 

Kediri karena mereka tidak rutin dalam 

melakukan uji kualitas air limbah sebab biaya uji 

air limbah yang mahal sehingga mereka tidak 

dapat membuat laporan hasil uji kualitas air 

limbahnya. Selain itu alasan karna banyaknya 

pekerjaan yang harus mereka lakukan juga 

menjadi salah satu alasan mereka untuk tidak 

melakukan pelaporan. Selain itu, tidak adanya 

sanksi yang tegas yang diberikan kepada industri 

juga dapat menjadi salah satu penyebab ketidak 

patuhan industri dalam melakukan pelaporan 

hasil uji kualitas air limbahnya. Perda Kota Kediri 

Nomor 3 tahun 2009 pasal 32 yang menyebutkan 

bahwa “Pemerintah Daerah mengusahakan 

prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang 

dihasilkan dari usaha kecil dan/ atau air limbah 

rumah tangga”. Pegawai DLHKP Kota Kediri 

yang mengatakan bahwa sudah ada pembangunan 

sarana dan prasarana instalasi pengolahan air 

limbah atau IPAL oleh PU. 

Penyediaan sarana dan prasarana 

pengolahan air limbah yang dilaksanakan oleh PU 

terdapat pada kawasan industri tahu kelurahan 

Tinalan Kota Kediri.Hal tersebut dikarenakan 

kelurahan Tinalan merupakan kawasan industri 

tahu dalam sekala rumah tangga.Industri tahu 

dalam sekala rumah tangga sebagian besar tidak 

mampu jika harus membangun IPAL secara 

pribadi, karena penghasilan dari industri tahu 

tidak sebanding dengan biaya pembuatan IPAL 

yang dapat menghabiskan banyak biaya. 

Penelitian Lutfiansyah (2012) 

mengatakan bahwa Pemerintah Surakarta 

membangunkan IPAL komunal pada kawasan 

industri batik, hal tersebut sebagai upaya dalam 

mencapai tujuan suatu kebijakan yaitu 

mengurangi masalah pencemaran oleh air 

limbah.Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

dengan pengadaan IPAL tersebut mampu untuk 

mengurai dan mengurangi kandungan pencemar 

di dalam air limbah serta air limbah yang keluar 

ke sumber air lebih jernih. 

Selain itu, bagi setiap penanggung jawab 

usaha atau kegiatan pengembang wajib 

melakukan pengolahan sendiri terhadap air 

limbahnya, hal tersebut sesuai dengan Perda Kota 

Kediri Nomor 3 Tahun 2009 pasal 32 ayat 

2.Dalam melakukan pengolahan air limbah harus 

dilakukan sendiri oleh penanggung jawab 

industri, maka industri harus memiliki IPAL 

untuk melakukan pengolahan air 

limbahnya.Berdasarkan hasil penelitian ini terkait 

implementasi kebijakan pada pasal tersebut 

diketahui bahwa 6 dari 7 industri telah memiliki 

IPAL.Kondisi instalasi pengolahan air limbah 

yang dimiliki sudah kedap air untuk menghindari 

perembesan pada lingkungan agar tidak 

menyebabkan pencemaran serta saluran air 

limbah sudah terpisah dengan saluran air hujan. 

Pegawai pada seksi pencemaran kerusakan 

lingkungan hidup DLHKP Kota Kediri 

mengatakan bahwa tidak ada kriteria khusus 

untuk bentuk IPAL industri. IPAL yang dibangun 

oleh industri menyesuaikan dengan kemampuan 

industri. DLHKP hanya mengharapkan dengan 

kepemilikan IPAL oleh industri sehingga industri 

tersebut dapat mengolah air limbahnya dan hasil 

dari air limbah yang sudah diolah dan dibuang ke 
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badan air tidak melebihi baku mutu sehingga tidak 

menimbulkan pencemaran. 

 

Kesimpulan 

Proses pengolahan air limbah yang 

dilakukan oleh industri terdapat 4 dari 7 industri 

sudah sesuai standar pengolahan air limbah bagi 

industri makanan, namun 3 industri lainnya masih 

belum sesuai. Kepemilikian IPLC hanya dimiliki 

oleh 4 dari 7 industri, dan 3 industri belum 

memiliki IPLC. Berdasarkan hasil uji kualitas air 

limbah, 6 dari 7 industri yang mengujikan air 

limbahnya sesuai dengan baku mutu. Dalam 

malakukan uji kualitas air limbat terdapat 4 dari 7 

industri yang rutin melakukan uji, namun hanya 1 

industri yang rutin dalam melakukan pelaporan 

hasil uji kualitas air limbah dan 6 industri lainnya 

tidak patuh dalam melakukan pelaporan hasil uji 

air limbah. Pemerintah Kota Kediri telah 

mengusahakan sarana dan prasarana pengolahan 

air limbah oleh PU pada industri rumah tangga 

dan IPAL yang dimiliki oleh 6 industri yang telah 

memiliki IPAL sudah kedap air dan saluran 

pembuangan air limbah terpisah dengan saluran 

air hujan. 

Penulis menyarankan: perlu adanya 

sosialisasi yang dilakukan oleh DLHKP mengenai 

pengolahan air limbah serta kepemilikan IPLC 

kepada industi. Perlu adanya penyediana sarana 

dan prasarana laboratorium untuk pengujian air 

limbah di Kota Kediri. Pengawasan dan 

pemantauan secara aktif dan terus-menerus perlu 

dilakukan oleh DLHKP sehingga industri dapat 

mematuhi kebijakan terkait pengolahan air 

limbah. Perlu adanya sanksi hukum yang tegas 

terhadap industri yang tidak rutin melakukan 

pengujian air limbah dan tidak rutin dalam 

pelaporan hasil uji kualitas air limbah serta belum 

memiliki IPLC sehingga menimbulkan efek jera 

terhadap pelanggar. Perlu dilakukan penelitian 

lanjutan mengenai faktor-faktor penghambat 

implementasi kebijakan dalam pencegahan 

pencemaran air permukaan oleh air limbah 

industri di Daerah Aliran Sungai Brantas 

Kecamatan Kota Kota Kediri. 
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